
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang 

mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk 

menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk 

setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh prmpman 

penyelenggara pelayanan publik; 

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang 

transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar 

pelayanan yang menjadi pedoman; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan 

Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Grobogan dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Grobogan. 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN, 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN 

NOMOR 15 TAHUN 2025 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GROBOGAN 

[sALINAN J 

https://jdih.kpu.go.id/jateng/grobogan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan 

dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 
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AGUNG SUTOPO 

ttd. 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN GROBOGAN, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

,,;·.:"~ff(l];>~~N GROBOGAN 
,10:'~Kepala S~bbagian TPP dan Parhubmas, fl .. I ,_.· '\ 

11:1 .... -,,: ~-1 \ 
\\ . \ ·) · :a .· r •.• · I 
\ '.- ' ' 

»: HERI PRASETIYO 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 22 September 2025 

KEDUA 

KESATU Menetapkan Standar Pelayanan Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

Standar Pelayanan Fasilitasi Pengaduan Masyarakat ini menjadi 

pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten 

Grobogan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA 

GROBOGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN FASILITASI 

PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN GROBOGAN. 

KABUPATEN UMUM PEMILIHAN KOMIS! KEPUTUSAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826); 
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